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Pilkada serentak merupakan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat
secara tidak langsung dalam proses negara demokrasi, dengan adanya
pilkada masyarakat berharap akan lahir pemimpin yang mementingkan
rakyat.Pada masa pendemik Covi-19 dimana negara dalam keadaan
darurat kesehatan dan masa pilkada harus tetap dilanjutkan, sehingga
pemerintah pusat mengambil tindakan yaitu membuat suatu Undang-
Undang No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pemilihan Gubenur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini
merupakan sebagai landasan hukum, untuk melaksanakan pemilihan
kepala daerah serentak pada tahun 2020.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan Hukum
Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Pendemi Covid-19 Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, bagaimana pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pendemi Covid-19 di Serdang
Bedagai, bagaimana hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Pada Masa Pendemi Covid-19 dan bagaimana upaya Komisi
Pemilihan Umum Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Pada Masa Pendemi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka
(library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian
lapangan (field research) yaitu dengan melakukan penelitian dengan pihak
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KUPD) Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengaturan Hukum pilkada telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada serentak ditunda karena pandemi Covid-
19, dan adanya dukunggan ganda dari paertai politik.Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 memiliki dampak positif dan juga dampak
negatif. Dampak positifnya antara lain regulasi yang berlaku tetap
terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap
terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang
terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan
anggaran sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan
Covid-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang
semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput.
Hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik
Covid-19 adalahadanya money politicb yang disamarkan dalam bantuan
sosial, kemudian Anggaran Pilkada 2020 yang masih menjadi perdebatan
antara APBD dan APBN juga mengenai pencairan anggaran, pelanggaran
netralitas ASN, adanya Black Campaign
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